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ABSTRAK 
 Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok 
yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan 
pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengangkatan menjadi 
anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara diatur dalam Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata 
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di 
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam pengangkatan menjadi anggota 
KPPS tidak berjalan dengan lancar, dimana ada beberapa peserta yang bisa 
menjadi anggota KPPS padahal sudah pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali 
periode, lulus tanpa ikut seleksi, banyaknya keluhan dari peserta mengenai soal-
soal dalam ujian seleksi terlalu sulit, dan sarana dan prasarana dalam seleksi 
pengangkatan anggota KPPS kurang memadai. 
 Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme  pengangkatan 
anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2018, serta kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu  
tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, dimana penulis melakukan 
penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu 
bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian ini pada Ketua KPU Kabupaten 
Kampar, Eks PPK, Eks PPS, Eks KPPS, dan Tokoh Masyarakat Desa Sawah, 
kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang Ketua KPU Kabupaten 
Kampar sekaligus sampel, 5 orang Eks PPK dengan sampel 1 orang, 3 orang Eks 
PPS sekaligus sampel, 70 Eks KPPS dengan sampel 35 orang, 4 orang Tokoh 
Masyarakat Desa Sawah sekaligus sampel. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pengangkatan 
anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, 
dikarenakan PPS Desa Sawah kurang mampu memahami wewenangnya sebagai 
panitia dalam mekanisme pegangkatan anggota KPPS dimana PPS Desa Sawah 
kurang mampu memahami strategi menyebarkan informasi pendaftaran, 
membiarkan beberapa masyarakat mengikuti pengangkatan anggota KPPS yang 
sudah pernah menjabat menjadi anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, 
memberikan soal-soal yang sulit pada saat test ujian tertulis, dan PPS Desa Sawah 
meluluskan beberapa peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis dan test 
wawancara. Kendala dalam mekanisme mengangkatan anggota KPPS di Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2018 yaitu kurangnya pemahaman PPS dalam pengangkatan 
anggota KPPS, kurangnya kesadaran hukum PPS, kurangnya pengawasan dari 
PPK,  dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pengangkatan anggota KPPS. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Reformasi pada bulan Mei 1998 membawa berbagai perubahan mendasar 
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum tersebut menuntut 
berbagai agenda yang harus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan 
bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan di bawah bayang-bayang 
kediktatoran rezim Orde Baru. Salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung 
ketika itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
1
 
Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham 
demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ 
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”. 
Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan 
kedaulatan. Kedaulatan dioleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang 
lain, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Lebih lanjut 
Jean Bodin dalam buku Les Six Lives de la Republique mengemukakan bahwa 
kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, 
malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin 
bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu 
                                                             
 
1
  Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Perseda, 2012), Cet. Ke-2, h. 1. 
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Republik.
2
 Kedaulatan rakyat juga diagungkan dengan istilah “demokrasi” (demos 
= rakyat dan cratein = kekuasaan).
3
 
Secara harfiah “Demokrasi” dapat diartikan pemerintahan rakyat. 
Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk 
kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan 
berdasarkan atas kehendak rakyat karena pada hakekatnya rakyatlah pemegang 
kekuasaan dalam suatu negara.
4
 
Menurut Alamudi demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat 
gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat 
praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang sering berliku-
liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Nilai 
terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Hemat kata, soko guru 
demokrasi adalah persamaan dan kebebasan.
5
 
Demokrasi merupakan suatu istilah yang sangat di agungkan dalam sejarah 
pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin 
untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang baik 
dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan 
oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.
6
 Demokrasi digadang-gadang 
sebagai impian setiap warga negara agar dari demokrasi dilahirkan sosok manusia 
yang memenuhi keinginan rakyatnya.  
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Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 memberikan harapan 
baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, diantaranya adalah 
adanya perubahan dalam menegakkan demokrasi yaitu pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung, dimana sebelumnya pada masa orde lama dan 
orde baru merupakan hal yang asing, namun akhirnya diakui oleh dunia 
Internasional sebagai suatu negara yang telah menjalankan proses demokrasi 
dengan baik.  
Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan 
politik tertentu, seperti memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan secara langsung, adil, jujur, 
damai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 
Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua 
pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah segala 
proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan pelaku 
pemilih. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah cara dengan mana 
pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di 
mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi diparlemen atau pejabat 
publik.
7
 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih 
kuat bagi penyelenggaraan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu sebagai 
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salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
8
 Komisi Pemilihan Umum yang 
selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang 
bersifat nasional dan independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:
9
  
a. KPU; 
b. KPU Provinsi; 
c. KPU Kabupaten/Kota; 
d. PPK; 
e. PPS; 
f. PPLN; 
g. KPPS; dan 
h. KPPSLN. 
Berdasarkan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahum 2017 
menjelaskan bahwa KPU bertugas menyusun tata kerja, KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PKK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Termasuk salah 
satunya KPU Kampar. KPU Kampar merupakan salah satu Komisi Pemilihan 
Umum yang berada disalah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar. 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok 
yang beranggotankan 7 orang yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. KPPS dipilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai 
peraturan yang berlaku atas nama KPU Kabupaten/Kota. Dalam pengangkatan 
anggota KPPS perlu diwujudkan dengan tranparansi, tidak memihak, tingkat 
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akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai 
demokrasi. KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan ditiap Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) dalam langkah mewujudkan kedaulatan pemilih, 
memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. 
Mengenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPS telah dicantumkan 
pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
Namun ada peraturan tambahan yaitu Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Peubahan Atas Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 
mengenai persyaratan menjadi anggota yaitu menyatakan bahwa “tidak menjadi 
tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah 
atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta 
Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan 
tim kampanye sesuai tingkatannya”.10 
Kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Kampar, Riau, Indonesia. Sebelumnya masuk wilayah  Kecamatan Kampar, 
seiring otonomi daerah maka dimekarkan menjadi Kecamatan Kampar Utara. 
Kecamatan Kampar Utara memiliki 8 (delapan) desa yaitu antara lain: Desa 
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Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) poin e1. 
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Sawah, Sungai Jalau, Sungai Tonang, Muara Jalai, Kampung Panjang, Naga 
Beralih, Sendayan, dan Kayu Aro. 
Desa Sawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar 
Utara sekaligus Ibu Kota nya Kecamatan, Desa Sawah memiliki 4 (empat) dusun 
yaitu antara lain:  Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Sangkar Puyuh, dan 
Dusun Pulau Tengah. Mayarakat Desa Sawah sangat mengapresiasi Pemilu 
apalagi Pemilu tahun sekarang, hal itu terbukti banyaknya masyarakat yang 
berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan cara 
mencalonkan diri menjadi anggota KPPS. Kesuksesan akan penyelenggaraan 
merupakan suatu harapan masyarakat Desa Sawah untuk mewujudkan demokrasi 
yang adil, jujur, damai, dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.  
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “ Belum pernah menjabat 
2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS”.11 
Dari pengamatan yang penulis lakukan, di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara terdapat beberapa masyarakat yang sudah menjabat 2 (dua) kali 
periode menjadi anggota KPPS, hal tersebut sudah jelas melanggar ketentuan 
dalam persyaratan menjadi anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh peraturan 
yang berlaku. 
                                                             
 
11
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan 
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) 
poin k. 
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Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “ PPS melaksanakan 
pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan 
kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”. 
Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam pengangkatan anggota 
KPPS tidak berjalan lancar sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU tersebut, 
dimana adanya masyarakat yang bisa menjadi anggota KPPS tanpa ikut test atau 
seleksi bersama, ada juga menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa ada 
yang bisa masuk dan mengikuti test atau seleksi bersama sebagai formalitasnya 
saja,  ada beberapa masyarakat Desa Sawah yang ikut dalam seleksi pengangkatan 
anggota KPPS yang mengeluh saat mengikuti seleksi terbuka karna merasa 
kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh PPS Desa 
Sawah yang menurut mereka diluar dari ketentuan yang seharusnya, dan 
kurangnya sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota 
KPPS, sehingga mengakibatkan pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah 
kurang kondusif atau kurang berjalan dengan lancar karena fasilitas yang 
disediakan oleh PPS kurang memadai. 
 Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai 
pengangkatan anggota KPPS yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengangkatan 
anggota KPPS tersebut yaitu dengan Judul: 
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MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK 
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH 
KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018. 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun dengan sistematis, 
dan terarah, maka penulis memberikan batasan yaitu mekanisme pengangkatan 
anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara, mulai dari pengumuman pendaftaran sampai 
pengumuman hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara, dan kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018? 
2. Apakah Kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  
a. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2018. 
b. Untuk mengetahui kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2018. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan 
tentang mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Utara serta kendala dalam 
mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan 
Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun secara detail 
mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan 
Hukum Tata Negera pada khususnya mengenai mekanisme pengangkatan 
anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Diharapkan juga 
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dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan 
kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama. 
b. Kegunaan Praktis 
 Penelitian dapat memberikan masukan dan sumber informasi bagi 
Pemerintah, Lembaga yang terkait, dan Masyarakat. Memberikan referensi 
dan informasi bagi para pengambil kebijakan supaya dapat mengambil 
langkah-langkah yang tepat dalam mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 3 Tahun 2018. 
E. Metode Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian ini dilaksanakan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
  Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana 
penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi 
mencari data yang diperlukan
12
. Maksudnya penelitian ini bertujuan 
memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau 
masalah yang diteliti mengenai mekanisme pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara. 
                                                             
 
12
  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2012), Cet. Ke-12, h. 14. 
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b. Sifat Penelitian 
 Sifat penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 
peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 
secara individual maupun kelompok.
13
 Penulis melakukan analisis terhadap 
peristiwa yang terjadi mengenai mekanisme pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara. 
2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara karna 
di Dasa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam mekanisme pengangkatan 
anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti 
pelanggaran dalam persyaratan menjadi anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara, tidak mengikuti seleksi terbuka, dan kurangnya sarana dan 
prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama.
14
 Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah 
                                                             
 
13
  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 60. 
 
14
  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 
Cet. Ke-7, h. 118. 
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yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah: 
a) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kampar berjumlah 1 
orang. 
b) Eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampar Utara Tahun 2019 
berjumlah 5 orang. 
c) Eks Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sawah Tahun 2019 
berjumlah 3 orang. 
d) Eks Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) 
Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 70 orang. 
e) Tokoh masyarakat  berjumlah 4 orang. 
b. Sampel 
 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi
15
.  Dalam 
penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 
a) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kampar berjumlah 1 
orang. 
b) Eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampar Utara Tahun 2019 
berjumlah 1 orang. 
c) Eks Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sawah  Tahun 2019 
berjumlah 3 orang. 
d) Eks Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) 
Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 35 orang. 
                                                             
 
15
  J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 
h. 204. 
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e) Tokoh masyarakat berjumlah 4 orang. 
 Metode Pengambilan sampel merupakan suatu proses penentuan atau 
pemilihan  jenis sampel dan perhitungan  besarnya sampel yang akan menjadi 
subyek atau obyek dalam penelitian.
16
 Penulis melakukan metode pengambilan 
sampel beragam, yaitu total sampling merupakan metode pengambilan sampel 
sama dengan populasi, purposive sampling merupakan metode pengambilan 
sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 
penelitian, dan random sampling merupakan metode pengambilan sampel 
secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam populasi. 
 
Tabel I. 1 
Populasi dan Sampel 
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase Ket 
1. 
Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Kab. Kampar 
1 1 100% 
Total 
Sampling 
2. 
Eks Panitia Pemilihan 
Kecamatan Kampar 
Utara Tahun 2019 
5 1 20% 
Purposive 
Sampling 
3. Eks Panitia Pemungutan 
Suara  Desa Sawah 
Tahun 2019 
3 3 100% 
Total 
Sampling 
4. 
Eks Anggota Kelompok 
Penyelenggaran 
Pemungutan Suara Desa 
Sawah Tahun 2019 
70 35 50% 
Random 
Sampling 
5. 
Tokoh Masyarakat 4 4 100% 
Total 
Sampling 
 
4. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data 
primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut: 
                                                             
 
16
  Nana Syaodih Sukmadinata, op.cit., h. 252. 
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a. Data Primer 
 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
17
 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan 
perundang-undangan.
18
 Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: 
a) Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan 
perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian.
19
 Seperti 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, dan 
peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang diperoleh 
melalui kajian pustaka meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, 
jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-
pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di 
atas. 
                                                             
 
17
  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, h. 
175. 
 
18
  Ibid. 
 
19
  Ibid.,  h. 146. 
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c) Bahan Hukum Tersier 
 Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
20
 
5. Teknik Pengumpul Data 
 Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam 
melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan 
data yang digunakan dalam meneliti adalah: 
a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung bagaimana mekanisme pengangkatan anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara. 
b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.21 Wawancara yang 
digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terbuka, artinya peneliti 
mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan peneliti 
mengajukan pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah.  
c. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau  
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 
memberikan respons atau daftar pertanyaan tersebut.
22
 Di sini penulis 
memberikan angket kepada eks anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. 
                                                             
 
20
  Ibid. 
 
21
  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
2017), Cet. Ke-36, h. 186. 
 
22
  Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139. 
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d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu 
dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, 
surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
F. Sistematika Penelitian 
 Sistematika dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 
Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Desa Sawah, Kondisi Geografis 
dan Demografi Desa Sawah, Agama, Sarana dan Prasarana Desa 
Sawah, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa 
Sawah. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
Dalam bab ini berisi tentang Tinjaun Umum tentang Pemilihan Umum 
di Indonesia, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Era Reformasi, dan 
Tinjauan Umum tentang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan 
Suara, Tugas, Wewenang, Persyaratan, dan Tahapan Pengangkatan 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam  bab  ini  berisi  tentang  hasil  penelitian mengenai Mekanisme  
17 
 
 
  
Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan 
Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan 
Kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2018. 
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.  
 
 
 
 
 18 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
1. Sejarah Desa Sawah 
 Desa Sawah merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia, sekaligus Ibukotanya 
Kecamatan Kampar Utara. Sejarah lahirnya Desa Sawah menurut beberapa Tokoh 
Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Sawah, yaitu berasal dari nama seorang wanita 
yang bernama Sowa, Mak Sowa berasal dari Tanjung Berulak (bertepatan di 
seberang sungai Desa Sawah sekarang). Konon dulunya, Mak Sowa ini memiliki 
Perkebunan dan Pertanian yang sangat luas di Desa Sawah, setiap hari Mak Sowa 
pergi ke perkebunan dan pertaniannya untuk bercocok tanam.
23
 
 Ketekunan yang selalu diterapkan oleh Mak Sowa mampu menghasilkan 
padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sangat banyak, sehingga masyarakat 
setempat selalu berkunjung. Singkat cerita orang-orang yang berkunjung ke 
wilayah tersebut menanamkan wilayah Sowa. Dulunya wilayah ini dikenal dengan 
Dusun yang memiliki persawahan yang sangat banyak. Dusun ini terletak di 
tengah-tengah dusun lainnya, oleh karena itu semua masyarakat dusun sepakat 
memberikan nama pada wilayah tersebut menjadi sebuah nama desa yaitu Desa 
Sawah. Desa Sawah terdiri dari 7 (tujuh) dusun, antara lain: 
1. Dusun Sawah; 
2. Dusun Tanjung; 
                                                             
 
23
  Data diperoleh dari Profil Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
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3. Dusun Pulau Tengah; 
4. Dusun Sangkar Puyuh; 
5. Dusun Balai Jering; 
6. Dusun Santul; 
7. Dusun Ujung Padang. 
 Terbentuknya Desa Sawah berawal dari program pemekaran dari 
kenegerian Airtiris yaitu pada tahun 1973 yang pemerintahannya dipimpin oleh 
Wali Negeri. Setelah pemekaran Desa Sawah dipimpin oleh Wali Muda yang 
bernama Bapak M. Nasir, pada tahun 1973. Habisnya masa pemerintahan, 
dilanjutkan oleh Wali Desa yaitu bernama Bapak Muzbar dengan masa jabatan 
dari tahun 1990 s/d 1998. Kemudian pemerintahan desa di pimpin oleh Pjs Wali 
Desa yaitu Ibu Maharani.  Tahun 1999 adalah awal mulanya pemilihan Kepala 
Desa pertama dan dimenangkan oleh Bapak Syukri dengan masa jabatan 1999 s/d 
2005. Pada akhir masa jabatan Bapak Syukri, Desa Sawah mengalami pemekaran 
mengingat bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan 
zaman, maka Desa Sawah dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Sawah dan Desa 
Sungai Jalau.
24
 
 Desa Sawah terdiri dari 4 (empat) dusun, antara lain: 
1. Dusun Sawah; 
2. Dusun Tanjung; 
3. Dusun Sangkar Puyuh; 
4. Dusun Pulau Tengah. 
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  Ibid. 
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Desa Sungai Jalau terdiri dari 3 (tiga) dusun, antara lain: 
1. Dusun Santul; 
2. Dusun Ujung Padang; 
3. Dusun Balai Jering. 
 Habisnya masa pemerintahan Bapak Syukri, dilanjutkan dengan pemilihan 
secara langsung dengan diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa, saat itu 
dimenangkan oleh Bapak Khairul. Setelah habisnya masa jabatan Bapak Khairul, 
pemerintahan Desa Sawah dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang diangkat 
sebagai Pjs Kepala Desa yang bernama Nur Hidayat. Pada akhir tahun 2014 
diadakan pemilihan dengan diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa dan 
dimenangkan oleh Bapak Supardi, masa jabatan beliau masih berlanjut sampai 
sekarang. 
 Diantara Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sawah adalah 
sebagai berikut:
25
 
1. Tahun (1973-1989) M. Nasir; (Wali Muda) 
2. Tahun (1973-1989) H. Muzbar; 
3. Tahun (1999-2005) Syukri; 
4. Tahun (2005-2011) Khairul; 
5. Tahun (2012-2013) Nurhidayat; (Pjs Kepala Desa) 
6. Tahun (2014-2020) Supardi. 
 Itulah nama-nama yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara. 
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2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Sawah 
a. Kondisi Geografis 
 Secara Geografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara memiliki Luas 
Wilayah 7.984 Ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Sawah, Dusun 
Tanjung, Dusun Sangkar Puyuh, dan Dusun Pulau Tengah. Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara berbatasan dengan 4 (empat) desa yaitu sebagai 
berikut:
26
 
a) Sebelah Utara  : Desa Kayu Aro; 
b) Sebelah Selatan   : Desa Tanjung Berulak; 
c) Sebelah Barat  : Desa Sungai Jalau; 
d) Sebelah Timur  : Desa Naga Beralih. 
 Luas Wilayah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah sebagai 
berikut:
27
 
a) Pemukiman   : ± 140 Ha 
b) Petanian Sawah  : ± 180 Ha 
c) Ladang/Tegalan  : ± 130 Ha 
d) Hutan   : ± 3100 Ha 
e) Rawa-rawa   : ± 10 Ha 
f) Perkantoran   : ± 9 Ha 
g) Sekolah   : ± 6 Ha 
h) Jalan     : ± 20 Ha 
i) Lapangan Sepak Bola : ± 2 Ha 
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  Ibid. 
 
27
  Ibid. 
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b. Kondisi Demografi 
 Secara Demografi Desa Sawah merupakan masyarakat homogen 
dengan identitas agama dan kebudayaan yang sama tanpa adanya campuran 
dari ras, etnis, dan agama  yang lain. Berdasarakan data statistik pada Kantor 
Desa Sawah 2019, jumlah penduduk Desa Sawah berjumlah  secara keseluhan 
3.260 jiwa yang terdiri dari  1.625 laki-laki dan 1.635 perempuan.
28
 Perhatikan 
tabel dibawah ini: 
Tabel. II. 2 
Jumlah Penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
 
No Penduduk Desa Sawah Jumlah Persentase 
1. Laki-laki 1.625 49,85% 
2. Perempuan 1.635 50,15% 
Jumlah 3.260 100% 
 Sumber: Data Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019 
 Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan penduduk Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara yaitu 3.260 jiwa, dan dapat diketahui bahwa 1.635 
atau 50.15%  jiwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak  dari pada jumlah 
penduduk laki-laki yaitu 1.621 atau 49,85% . 
3. Agama 
 Agama merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing 
individu dalam mengatur tata keimanan dan peribadatan serta kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan. UUD 1945 sudah 
mengatur tentang agama dan seluruh rakyat diberikan kebebasan dalam memeluk 
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agamanya masing-masing dan juga diberikan kebebasan dalam menjalankan 
ibadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan itu.  Masyarakat 
Desa Sawah semuanya menganut Agama Islam tidak ada satu pun agama lain 
yang dianut, karena penduduk Desa Sawah adalah masyarakat homogen yang 
merupakan masyarakat dengan identitas agama yang sama berdasarkan keturunan. 
4. Sarana dan Prasarana Desa Sawah 
a. Sarana Rumah Ibadah 
 Rumah Ibadah merupakan tempat yang digunakan oleh umat yang 
beragama untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan 
masing-masing. Penduduk Desa Sawah semuanya menganut Agama Islam 
tanpa ada campuran dari agama lain. Desa Sawah memiliki beberapa rumah 
ibadah antara lain seperti Mesjid, Mushallah/Surau yang terdapat pada 
beberapa dusun di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Perhtikan tabel di 
bawah ini: 
Tabel. II. 3 
Rumah Ibadah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
 
No Jenis Rumah Ibadah Jumlah Persentase 
1. Mesjid 5 38,46% 
2. Mushallah/Surau 7 53,85% 
Jumlah 13 100% 
 Sumber: Data dari Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019 
 Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan Rumah Ibadah di Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu 13 Rumah Ibadah yang terdiri dari 5 
Mesjid dan 7 Mushallah/Surau dan dapat diketahui bahwa di Desa Sawah 
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Rumah Ibadah yang banyak yaitu  7 Mushallah/Surau dengan pesentase 
53,85% kemudian 5 Mesjid  dengan persentase 38,46%. 
b. Sarana Pendidikan 
 Sarana pendidikan dalam masyarakat pedesaan sangatlah penting 
diperhatikan karna majunya suatu daerah dapat dilihat dari kesediaan sarana 
pendidikan. Sarana Pendidikan Desa Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel. II. 4 
Sarana Pendidikan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1. TK 1 7,69% 
2. SD/MI 3 23,08% 
3. SLTP/SMP 1 7,69% 
4. SLTA/SMA 0 0% 
5. MDA 3 23,08% 
6 TPQ 5 38,46% 
Jumlah 13 100% 
    Sumber: Data Kantor Desa Sawah Kecamtan Kampar Utara Tahun 2019 
 Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan Desa Sawah secara 
keseluruhan berjumlah 13 bangunan, sarana pendidikan yang paling banyak 
yaitu TPQ dengan jumlah 5 bangunan, MDA berjumlah 3 bangunan, dan SMP 
berjumlah 1 bangunan, sedangkan sarana pendidikan tingkat SMA berjumlah 0 
bangunan. Dengan kata lain, sarana pendidikan yang ada di Desa Sawah cukup 
memadai meskipun belum sepenuhnya yaitu belum adanya bangunan untuk 
tingkat SMA. 
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B. Gambaran Umum Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara 
 Desa Sawah pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) diberbagai dusun, antara lain yaitu Dusun Sawah terdapat 4 (empat) 
TPS, Dusun Tanjung terdapat 4 (empat) TPS, Dusun Pulau Tengah terdapat 1  
(satu) TPS, dan Dusun Sangkar Puyuh terdapat 1 (satu) TPS. 
 Setiap TPS membutuhkan 7 (tujuh) Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara (KPPS). KPPS  adalah penyelenggara pemilihan ditingkat 
Tempat Pemilihan Suara (TPS). KPPS dipilih oleh Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Di Desa Sawah terdapat 3 
(tiga) PPS dan dibantu oleh 3 (tiga) Sekretariat PPS dengan rincian sebagai 
berikut:
29
 
 PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
1. M. Yulis (Sebagai Ketua) 
2. Dahrizul (Sebagai Anggota) 
3. Mitriadi (Sebagai Anggota) 
 Sekretariat PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
1. Suherdi (Sebagai Ketua) 
2. Rosnida (Sebagai Anggota) 
3. Fitri Yati (Sebagai Anggota) 
 PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mengangkat 70 (tujuh puluh) 
anggota KPPS yang ditempatkan ke TPS sesuai alamat anggota KPPS dengan 
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rincian TPS 1 yang beralamat di Dusun Sawah dimana ada 6 (enam) anggota laki-
laki dan 1 (satu) anggota perempuan, TPS 2 juga beralamat di Dusun Sawah  
dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan, TPS 3 
beralamat di Dusun Sangkar Puyuh dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 
(dua) anggota perempuan, TPS 4 beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 3 (tiga) 
anggota laki-laki dan 4 (empat) anggota perempuan, TPS 5 juga beralamat di 
Dusun Tanjung dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota 
perempuan, TPS 6 beralamat di Dusun Pulau Tengah dimana semua anggotanya 
laki-laki, TPS 7 beralamat di Dusun Sawah dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki 
dan 2 (anggota) perempuan, TPS 8 juga beralamat di Dusun Sawah dimana ada 4 
(empat) anggota laki-laki dan 3 (tiga) anggota perempuan, TPS 9 beralamat di 
Dusun Tanjung dimana ada 4 (empat) anggota laki-laki dan 3 (tiga) anggota 
perempuan, TPS 10 juga beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 3 (tiga) anggota 
laki-laki dan 4 (empat) anggota perempuan. Jadi, itulah jumlah total dari anggota 
KPPS Desa Sawah yang mengikuti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Tahun 2019. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum di Indonesia 
 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30
 
 Pemilihan Umum diakui secara global oleh sebuah arena untuk 
membentuk demokrasi perwakilan serta mengelar pergantian pemerintahan secara 
berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), pemilu merupakan 
sebuah arena mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih 
kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberasi hak-hak 
sipil dan politik warga negara. Demokrasi juga mengharuskan bahwa pemilu 
adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme 
check and balances terhadap partai yang berkuasa (ruling party).
31
 
 Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih 
abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai 
filosofisnya. Ibnu juga mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen 
mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang 
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absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam konteks 
sistem demokrasi, apa yang dikatakan Ibnu cukup membenarkan apa yang 
dikatakan Lances Castles bahwa pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan 
dalam kehidupan politik negara demokrasi modern. Dimana dalam sistem politik 
demokrasi modern, pemilu merupakan sebuah keharusan. Ben Reilly sebagaimana 
dikutip Joko J. Prihatmoko mengatakan, pada intinya sistem pemilihan dirancang 
untuk memenuhi tiga hal, dimana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan satu sama lain.
32
 
 Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni 
Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 
Undang-undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Undang-undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(mencakup pemilu kepala daerah), Undang-undang 2 Tahun 2011 tentang Partai 
Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem 
demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.
33
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 Selanjutnya penulis akan mempaparkan secara singkat bagaimana Pemilu 
pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. 
1. Pemilihan Umum Orde Lama 
 Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. 
Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia telah melaksanakan 
pemilu yang bersifat lokal sejak masih berada dibawah kekuasaan Negeri Belanda 
yakni:
34
 
a. Akhir Tahun 1940-an, Pemilu di bawah Kekuasaan Negeri Belanda. 
b. Tahun 1948 Pemilu di Wilayah Yogyakarta, dalam pemilu di Yogyakarta 
memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.628 
elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota 
DPRD. 
c. Pemilu 1951, Pemilu di Daerah Minahasa dan Sangihe Talaud. Misal, 
dalam pemilihan di Minahasa, memilih secara langsung 25 anggota 
DPRD. 
d. Tahun 1961, Pemilu di Wilayah Papua (pada saat itu masih di bawah 
kekuasaan Negeri Belanda). 
 Pemilu di tingkat yang lebih lokal di luar pemilu-pemilu di atas, setiap 
tahun dilaksanakan puluhan ribu pemilihan untuk posisi publik terutama Kepala 
Desa. Contoh lain termasuk pemilihan untuk posisi Kepala Negeri dari 
masyarakat di daerah Sumatera Barat pada Juni dan Juli 1946.
35
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 Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa 
Indonesia. Ketika itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Jika dikatakan 
pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah sebelum 
melaksanakan pemilu  di usianya yang ke-10 Indonesia tidak dapat dikatakan 
sebagai negara demokratis? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini.
36
 
 Mengenai Pemilu 1955, sebelumnya sekitar tiga bulan setelah 
kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh. Hatta pada 17 Agustus 
1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa 
menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu tercantumkan dari 
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang anjuran pembentukan 
partai-partai politik, dikeluarkan atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional 
Pusat (BP-KNP).
37
 
 Dalam Pemilu 1955 menerapkan sistem pemilu proporsional yang 
dikaitkan dengan sistem daftar terbuka. Pada sistem ini, kontestan akan 
mendapatkan kursi berdasarkan perolehan suara dalam pemilu. Daftar terbuka 
menjadi pemilih dapat menuliskan nama calon dari daftar calon yang disusun 
kontestan. Pada waktu itu sistem itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh 
Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilu yang dikenal dan dimengerti oleh 
para pemimpin negara. 
 Pada pemilu 1955 ini, pemilihan ditujukan untuk memilih anggota DPR 
dan Konstituante. Jumlah peserta pemilu anggota DPR ini sebanyak 118 peserta 
yang terdiri dari 36 partai politik, 23 organisasi kemasyaratan, dan 48 perorangan. 
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Sedangkan peserta untuk pemilu anggota Konstituante adalah sebanyak 91 peserta 
yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyaratan, dan 29 
perorangan.
38
 Sementara ketentuan lainnya, bagi calon perorangan atau melalui 
kumpulan dapat mengemukakan calon untuk satu dapil dengan mendapat 
dukungan minimal 200 orang pemilih. Selanjutnya calon daftar kumpulan harus 
mendapat dukungan paling sedikit 25 orang  pemilih untuk tiap-tiap calon.
39
 
 Pemilu pertama dilakukan pada tanggal 29 September 1955, yang 
bertujuan untuk memilih anggota DPR. Pemilu kedua, dihelat pada 15 Desember 
1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante.
40
 Pemilu 1955 tersebut adalah 
Pemilu pertama yang berlangsung dalam suasana kemerdekaan. Pemilu ini 
berlangsung sangat demokratis; tidak ada pembatasan partai-partai, dan 
administrasi teknis berjalan lancar dan jujur. Pemilu ini dipandang sebagai 
prestasi gemilang, afirmasi kebangsaan dan jawaban nyata kepada kaum skeptik 
di dalam dan di luar negeri yang mengklim Bangsa Indonesia tidak sanggup 
berdemokrasi. Bahkan, Irene Tinker dan Mil Waker tentang Pemilu 1955 dengan 
kata-kata, “Indonesia berani mempertaruhkan seluruh proses pemilihan umum 
pada kecakapan penduduk desa yang buta huruf dan...taruhan itu 
dimenangkannya”.41 
2. Pemilihan Umum Orde Baru 
 Ketika Orba berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu 
sebanyak 6 (enam) kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Meskipun 
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demikian, pelaksanaan pemilu dibawah Orba memiliki karakter yang berbeda 
dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Jika di 
Negara demokrasi karakter pemilu dibangun di atas prinsip free and fair baik 
dalam struktur dan proses pemilu, sebaiknya, Orba jutru menghindari penerapan 
prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan kontestasi 
antar peserta pemilu dan hasil pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk 
kalanggengan kekuasaan Orba itu sendiri.
42
 
 Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis tersebut, bahkan tanpa alasan. 
Orba menginginkan adanya pemenang tunggal yang menyokong segala kebijakan 
yang mereka buat. Hal ini berangkat dari pengalaman demokrasi liberal, pluralitas 
kekuatan politik menjadi pemerintah tidak dapat berjalan efektif. Peradigma Orba 
“ekonomi sebagai panglima” atau juga dikenal dengan ideologi 
pembangunanisme menuntut stabilitas politik, yang dalam rancang bangun Orba, 
hanya bisa dilakukan apabila ada kekuatan penting. Dengan demikian, Pemilu 
bagi Orba adalah bukan merupakan suatu alat atau sarana untuk mengubah 
pemerintah atau negara RI; dan keterlibatan masyarakat di dalam pemilu lebih 
merupakan kewajiban ketimbang hak warganya. Untuk memahaminya akan 
dijelaskan berikut ini: 
1) Pemilu 1971 
 Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh Majelis Permusyawaran Rakyat 
Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) menjadi Pejabat Presiden untuk 
menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa (SI) MPRS 1967, ia tidak 
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secepatnya menyelenggarakan pemilu demi mencari letigimasi kekuasaan di masa 
transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar 
pemilu dapat diselenggarakan di tahun 1968 kemudian diubah lagi pada SI MPR 
1967. Jenderal Soeharto menghendaki agar pemilu baru akan diselenggarakan di 
tahun 1971. Sebagai Pejabat Presiden, Jenderal Soeharto tetap menghidupkan 
MPRS XI dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bentukan 
Presiden Soekarno, hanya saja ia membersihkan terhadap orang-orang yang 
dianggap berbau Orde Lama dari lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut.
43
 
 Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa 
Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 
tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 
1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Sistem pemilu 1971 
menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel 
daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, 
berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan 
suaranya kepada partai peserta pemilu.
44
 
 Di era Orba, kebijakan pengkerdilan peran dan penyederhanaan jumlah 
parpol menjadi agenda utama Pemerintahan Soeharto diawal Orba. Semangat 
awal berdirinya Orba untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 
seakan hanya menjadi slogan belaka. Langkah penyederhanaan sistem partai 
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tunggal, yaitu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang 
dominan.
45
 
2) Pemilu 1977 
 Pasca Pemilu 1971, pelaksanaan pemilu secara periodik dan teratur mulai 
dilaksanakan di Orde Baru. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah 
pemilu 1971, yaitu tahun 1977. Setelah itu pemilu selalu dijadwalkan secara 
teratur, diselenggarkan sekali dalam 5 tahun.
46
 
 Pemilu 1977 diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilu yang 
memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI 
ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, 
Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar 
negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (adhoc).
47
 
 Dalam pemilu ini, pemerintah mendorong (memaksa) sembilan parpol 
untuk melakukan fusi (paksaan gabungan) yang kemudian dikukuhkan dengan 
UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dalam satu konsideran 
huruf b disebutkan, “bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial 
politik tersebut, diharapkan agar Partai-partai Politik dan Golkar benar-benar 
dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas 
nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan”.48 
 Saat itu UU No. 15/1969 tentang Pemilu diubah menjadi UU No. 4/1975 
tentang Pemilu. Perubahan tersebut menegaskan bahwa yang berhak mengikuti 
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Pemilu hanya dua parpol dan Golkar. Sistem Pemilu pada saat itu adalah sistem 
Proposional.
49
 
3) Pemilu 1982 
 Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada 
pemerintahan Orde Baru.
50
 Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 untuk 
memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilu tahun 1982, landasan 
hukumnya adalah UU No. 2/1980 tentang Pemilu sebagaimana dalam UU 
sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan yaitu dengan sistem pemilihan 
proporsional.
51
 
 Sistem dan tujuan yang dipakai sama dengan pemilu di tahun 1977. Pemilu 
ini adalah untuk memilih anggota DPR dengan komposisi yang sedikit berbeda. 
Hanya 364 anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara 96 orang 
diangkat langsung oleh presiden. Pada pemilu kali ini, suara sah yang masuk 
tercatat sebanyak 75 juta suara lebih, dan lagi-lagi Golkar muncul sebagai 
pemenangnya.
52
 
4) Pemilu 1987 
 Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 
23 April 1987. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama 
dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1982, yaitu menganut sistem 
perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.
53
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 Pemilu berikutnya dihelat tahun 1987, persisnya tanggal 23 April 1987. 
Sistem dan tujuan pemilihan yang ditetapkan di tahun pemilihan ini masih sama 
dengan pemilu yang sebelumnya, yaitu porposional dengan varian party-list untuk 
memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari 
jumlah tersebut, 400 orang dipilih secara langsung, dan 100 diangkat oleh 
Presiden Soeharto. Pada pemilu kali ini, tercatat lebih dari 93 juta pemilih ambil 
bagian. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta lebih suara (91,32%) suara 
dinyatakan sah.
54
 
 Pemilu tahun 1987 berlandaskan pada UU No. 1/1985 tentang Pemilu. 
Sistem Pemilu yang digunakan saat itu adalah sistem pemilihan proporsional. UU 
tersebut semakin memperkuat kedudukan kekuatan birokrasi sebagai 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. 
 Dalam Pemilu tahun 1987, ditemukan fakta menarik, pimpinan Golkar dan 
Pimpinan PDI menandatangani penggabungan suara (stembus accord) untuk 
daerah-daerah Pemilihan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat Selatan, dan Maluku.
55
 
5) Pemilu 1992 
 Pemilu kelima di masa Orde Baru digelar pada 9 Juni 1992. Sistem dan 
tujuan pemilu ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali 
ini suara sah yang masuk mencapai 97 juta lebih suara, dari total pemilih terdaftar 
sebanyak 105.565.697 orang.
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 Pemilu ini dilakukan dengan landasan hukum yang sama yaitu UU No. 
1/1985 tentang Pemilu. Meskipun tidak ada perubahan UU, tetapi calon anggota 
DPR diperiksa secara khusus melalui Penelitian Khusus (Litsus). Mekanisme 
Litsus diberlakukan kepada calon anggota DPR, yang menyebabkan para anggota 
dewan yang terpilih dipastikan mempunyai pendirian politik yang sejalan dengan 
rezim penguasa. Instrumen Litsus dijalankan Badan Koordinasi Bantuan 
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) lembaga ekstra konstitusional 
berdasar Keppres No. 16/1990. Misalnya sebelum adakan Pemilu, kalangan 
militer melakukan Litsus terhadap para calon anggota parlemen, dan menolak 
mereka yang diragukan loyalitasnya pada pemerintah. Mayoritas calon dari 
Parmusi yang tergabung di PPP, dianggap sebagai orang-orang yang masih 
memiliki ikatan emosional dengan Masyumi, karenanya partai ini mengalami 
Litsus paling ketat dari pihak intelejen. Dan, hampir 75% dari calon yang diajukan 
ditolak.
57
 
6) Pemilu 1997 
 Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada 
tanggal 29 Mei 1997. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama 
dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1992, yaitu menganut sistem 
perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.
58
 
 Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Pemilu di 
tahun ini diadakan pada 29 Mei 1997. Sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu 
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ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem 
proposional dengan varian party-list.
59
 
 Dengan landasan hukum yang sama seperti sebelumnya, yaitu UU No. 
1/1985 tentang Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proposional. 
Untuk pemilu ini, anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau bertambah 
25 orang, hal ini karena pemerintah mengubah UU Np. 16/1969 tentang Susunan 
dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan, yang 
klausulnya mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR yaitu dari 100 orang yang 
diangkat sejak pemilu pertama di masa Orba tahun 1971 menjadi 75 orang, ini 
dilakukan untuk mengurangi kritik terhadap ABRI yang dianggap refresif dan 
terlalu mengedepankan peran politiknya. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir 
dari masa pemerintahan Orba, pemilu ini dilaksanakan pemerintah yang 
sebenarnya dirancangkan untuk memilih anggota DPR/MPR dan DPRD periode 
1997-2002.
60
 
3. Pemilihan Umum Era Reformasi  
 Seperti di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan 
fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergeraknya parpol 
secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin 
dalam Pemilu 1999 yang diselenggarakan dengan banyak partai. Kedua, pada 
Pemilu 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebelumnya Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih melalui MPR. Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan 
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baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keempat, diadakan “electoral 
thereshold (ET)”, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislatif setiap partai 
harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, parpol harus memperoleh minimal 3% 
jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara yang 
sah secara nasional.
61
 Untuk memahaminya akan dijelaskan berikut ini: 
1) Pemilu 1999 
 Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Orde 
Baru tumbang. Pemilu dilangsungkan pada 7 Juni 1999. Sistem politik Demokrasi 
Liberal mewarnai pemilu kali ini. Maksudnya, jumlah partai peserta pemilu tidak 
dibatasi seperti pemilu-pemilu di masa Orde Baru yang hanya terdiri dari tiga 
kontestan pemilu, yakni dua partai dan satu golongan kekaryaan.
62
 
 Pemilu 1999 merupakan pemilu yang dipercepat dari jadwal yang 
ditetapkan yaitu Tahun 2002. Pemilu ini diselenggarakan pada masa pemerintahan 
Presiden B. J. Habibie yang menjabat sebagai presiden pengganti Presiden 
Soeharto setelah terhenti secara serentak secara sepihak pada 21 Mei 1998. 
Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada masa pemerintahan 
Habibie karena dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tumpuk 
kekuasaan. Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orba yang 
mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada dasarnya 
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untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang sudah menjadi Presiden 
pada mundurnya Soeharto.
63
 
2) Pemilu 2004 
 Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh. Meskipun 
demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam 
banyak hal dengan pemilu 1999. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu 
pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik 
Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit 
politik.
64
 
 Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena 
untuk pertama kalinya diberi kesempatan untuk memilih presidennya secara 
langsung. Pemilu tahun ini sekaligus membuktikan upaya serius untuk 
mewujudkan sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di dalam konstitusi 
Indonesia.
65
 
3) Pemilu 2009 
 Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di masa reformasi. Pemilu kali ini 
diselenggarakan secara serentak pada 9 April 2009, untuk memilih 560 anggota 
DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD 
Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014. Sedangkan untuk 
memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2009-2014 digelar pada 8 Juli 
2009, yang kemudian hanya berlangsung satu putaran.
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 Dalam proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik yang perlu 
menjadi catatan. Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan Parpol. Adapun 
beberapa dinamika itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadi delegitimasi 
pemilu. Kedua, adanya dualisme penetapan calon jadi, yaitu antara sistem nomor 
urut bersyarat vs sistem suara terbanyak.
67
 
4. Pemilu 2014 
 Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat di era reformasi. Pemilu 2014 
melahirkan konstelasi politik baru.
68
 Pemilu 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 
April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia 
periode 2014-2019. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di 
seluruh wilayah Indonesia. Namum untuk warna negara Indonesia di luar negeri, 
hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing 
negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri 
hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak 
ada pemilihan anggota perwakilan daerah.
69
 
5. Pemilu 2019 
 Pemilu 2014 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 
575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi 
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maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilu 
Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum 
Presiden Indonesia 2019.
70
 
B. Tinjauan Umum Tentang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara 
 Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan 
suara di tempat pemungutan suara.
71
  
 Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
72
 
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 
b. 6 (enam) orang anggota. 
1. Tugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara 
 Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:
73
 
a. Mengumumkan DPT di TPS; 
b. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih 
sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; 
c. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan 
Pengawas TPS; 
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d. Menyerahkan DPT kepada PKK melalaui PPS untuk peserta Pemilu 
yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana yang dimaksud dalam 
huruf c; 
e. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 
f. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 
kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PKK melalui PPS; 
g. Memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP 
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Wewenang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara 
 Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berwenang:
74
 
a. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS; 
b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban: 
a. Menempelkan DPT di TPS; 
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b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, 
peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; 
c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan 
suara dan setelah kotak suara disegel; 
d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu 
Kelurahan/Desa atau nama lain; 
e. Menyerahkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara dan 
sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari 
yang sama; 
f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU 
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
3. Kewajiban Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara 
 KPPS berkewajiban:
75
 
a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; 
b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 
oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, 
dan masyarakat pada hari pemungutan suara; 
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c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan 
suara dan setelah kotak suara disegel; 
d. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Panwaslu 
Keluruhan/Desa; 
e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat 
hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; 
f.  Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
4. Persyaratan Menjadi Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan 
Suara 
1. Dalam pembentukan anggota KPPS, memiliki syarat antara lain:76 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; 
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 
Agustus 1945; 
d. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil; 
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e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat 
pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi 
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dari pengurus Partai Politik dan tim kompanye sesuai tingkatannya; 
e1.Tidak menjadi tim kompanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan 
surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi 
menjadi tim kompanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kompanye sesuai 
tingkatannya; 
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; 
g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 
i. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP 
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu; 
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai 
anggota PPK, PPS, KPPS; dan 
l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan 
Pemilu. 
2. Dalam persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di 
47 
 
 
  
wilaayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari 
kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat. 
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas 
atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan 
KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai 
kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang 
dibuktikan dengan surat pernyataan. 
4. Perhitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, 
PPS, dan KPPS selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota. 
5. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS 
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. 
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak 
dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga 
pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota 
PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan. 
 Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam 
PKPU Nomor 3 Tahun 2018, meliputi:
77
 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku; 
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b. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir 
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari 
lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 
sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat; 
c. Surat pernyataan yang bersangkutan: 
1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 
17 Agustus 1945; 
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun; 
3. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika; 
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP 
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu 
apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu 
atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota; dan 
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai 
anggota PPK, PPS dan KPPS, 
bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh formulir dalam 
Lampiran Peraturan Komisi ini; dan 
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d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. 
7. Tahapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara  
 Berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 menjelaskan bahwa: 
 PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka 
dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon 
anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang harus dilakukan oleh 
PPS mencakup:
78
 
1. Pengumuman dan Pendaftaran 
Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS: 
a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat 
yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan 
b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah 
pengumuman pendaftaran berakhir. 
2. Penelitian Administrasi; 
a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan 
calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa 
pendaftaran berakhir; dan 
b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan. 
3. Pengumuman Hasil Seleksi 
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  Keputusan Komisi Pemungutan Suara Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05 
Kpt/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum. 
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Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak 
berakhirnya penelitian administrasi. 
4. Penyampaian hasil seleksi KPPS 
PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP 
Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari 
pemungutan suara. 
5. Apabila seleksi terbuka tanggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, 
PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 
bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan 
demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS. 
 Penetapan anggota KPPS juga diatur dalam Surat Keputusan dari Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018, 
meliputi:
79
 
1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota 
tentang pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu dengan 
menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 
2. Apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK 
melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dilaporkan kepada 
KPU/KIP Kabupaten/Kota. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan mengenai Mekanisme Pengangkatan Anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Dalam 
pelaksanaan mekanisme pengangkatan anggota KPPS kurang berjalan 
dengan baik. Seperti yang terjadi di lapangan PPS Desa Sawah kurang 
mampu memahami wewenangnya sebagai panitia dalam mekanisme 
pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
dimana PPS Desa Sawah kurang mampu memahami strategi menyebarkan 
informasi pendaftaran, membiarkan beberapa peserta mengikuti 
pengangkatan anggota KPPS yang sudah pernah menjabat menjadi 
anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, memberikan soal-soal yang 
sulit pada saat test ujian tertulis,  dan juga PPS Desa Sawah meluluskan 
beberapa peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis dan test 
wawancara. 
2. Kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
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Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018 adalah kurangnya pemahaman Panitia Pemungutan Suara dalam 
pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, 
kurangnya kesadaran hukum Panitia Pemungutan Suara, kurangnya 
pengawasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, kurangnya sarana dan 
prasarana dalam pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait mekanisme 
pengangkatan anggota KPPS, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Terhadap mekanismenya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus lebih 
memahami dan teliti dalam melaksanakan pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Agar proses pengangkatan 
berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan. 
2. Meningkatkan kesadaran PPS terhadap tanggung jawab yang besar sebagai 
panitia dalam pelaksanaan pengangkatan anggota KPPS agar tercapainya 
keadilan dan kedamaian, dengan menyelesaikan semua masalah atau kendala 
yang dihadapi oleh PPS dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS. 
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya melakukan pengawasan 
langsung terhadap mekanisme pengangkatan anggota Kelompok 
Penyelenggaraan Pemungutan Suara supaya proses pengangkatan mencapaian 
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditentukan. 
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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada Yth. 
Calon Responden 
Di tempat 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Andres 
Nim   : 11627103832 
Program Study : Ilmu Hukum 
 
 Bermaksud untuk membuat penelitian “Mekanisme Pengangkatan Anggota 
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018”. 
 Penelitian ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden. Semua 
informasi dari hasil penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan 
dijaga kerahasiaannya. Jika saudara/i berkenan, maka saya mohon Anda untuk 
menandatangani lembar persetujuan yang sudah saya lampirkan. 
 Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih. 
 
 
          Hormat saya, 
 
              Andres 
 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
 
 Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah 
mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 
Nama     :  Andres 
Nim     :  11627103832 
Program Study   :  Ilmu Hukum 
Judul : Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan 
Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2018. 
 Demikianlah surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani tanpa adanya 
paksaan dari pihak mana pun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan 
menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi 
responden. 
 
 
 
 
                Sawah, 
                  Responden  
            
              (                                 ) 
 
 
 
 
ANGKET 
NO PERTANYAAN YA TIDAK 
1 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 sudah melengkapi semua persyaratan administrasi? 
  
2 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 adalah seorang tim kompanye peserta Pemilu? 
  
3 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 berdomisili di wilayah PPS? 
  
4 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan? 
  
5 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh 
KPU/KIP Kabupaten? 
  
6 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 sudah pernah menjabat 2 (dua) periode? 
  
7 
Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS 
Tahun 2019 memiliki ikatan perkawinan dengan sesama 
penyelenggaraan Pemilu? 
  
8 
Apakah Anda mengikuti test ujian tertulis pada saat 
mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019? 
  
9 
Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan saat ujian seleksi tertulis? 
  
10 
Apakah Anda mengikuti test wawancara pada saat 
mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019? 
  
11 
Apakah sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka 
pengangkatan anggota KPPS sudah memadai? 
  
           
            Responden 
                                                
            (                        )               
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